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[bookmark: _Toc40091162][bookmark: _Toc40188798]Abstract. Penyebab meningkatnya penggunaan influencer sebagai teknik pemasaran yang efektif adalah perkembangan teknologi media sosial. Pada umumnya, teknik promosi yang diterapkan dalam praktik tersebut mengandung unsur overclaim, yakni klaim yang melebihi kemampuan bukti ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak etika overclaim pada produk kecantikan oleh influencer terhadap hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar. Metode yang digunakan adalah metode studi literatur melalui analisis sejumlah artikel jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa overclaim merupakan perilaku yang melanggar prinsip etika dalam bisnis, merugikan konsumen secara ekonomi dan kesehatan, dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, ada tanggung jawab moral dan hukum bagi pelaku usaha maupun influencer untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan terhadap konsumen. Meskipun hukum perlindungan konsumen sudah cukup baik, terjadi ketidakefektifan pelaksanaannya disebabkan kurangnya upaya pengawasan dan kemajuan teknologi media digital. Oleh karena itu, upaya bersama dari pihak-pihak berwenang, pelaku usaha, influencer
Kata kunci: overclaim, influencer, etika bisnis, perlindungan konsumen, media sosial

1.	Pendahuluan
Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah pola komunikasi pemasaran dalam berbagai sektor industri, termasuk industri kecantikan (Hasena & Sakapurnama, 2021). Kehadiran platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube mendorong munculnya fenomena influencer marketing sebagai strategi promosi yang dinilai efektif dalam membangun kepercayaan konsumen (Aurellia et al., 2023). Influencer memiliki kemampuan untuk memengaruhi opini, preferensi, hingga keputusan pembelian pengikutnya melalui konten ulasan, rekomendasi, maupun testimoni produk(Julianti et al., 2025). Dalam industri kecantikan, keberadaan beauty influencer menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan minat dan keputusan pembelian konsumen terhadap produk skincare maupun kosmetik(Zagita & Dewi, 2025).
Fenomena tersebut semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia(Fathiyyah et al., 2024). Media sosial tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi media utama promosi digital bagi pelaku usaha kosmetik(Sudiantini et al., 2024). Penelitian mengenai perilaku konsumen kosmetik menunjukkan bahwa pengaruh influencer memiliki hubungan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, khususnya pada generasi muda yang aktif menggunakan media sosial(Agustin & Asteria, 2026). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa industri kecantikan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan paling tinggi pada platform e-commerce dan media digital(Fitriyana et al., 2021). Bahkan, industri kecantikan di Indonesia diprediksi akan terus tumbuh hingga mencapai nilai 10,1 miliar USD pada tahun 2028(Suyanto & Dewi, 2023).
Besarnya pengaruh influencer terhadap perilaku konsumen menyebabkan banyak perusahaan kosmetik memanfaatkan influencer sebagai sarana promosi utama. Namun, di balik efektivitas strategi tersebut, muncul berbagai persoalan etika dalam praktik pemasaran digital, salah satunya adalah overclaim produk kecantikan(Renggani et al., 2025). Overclaim merupakan tindakan memberikan klaim berlebihan terhadap manfaat produk yang tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta ilmiah maupun kondisi sebenarnya (Diana et al., 2025). Dalam praktiknya, beberapa influencer mempromosikan produk kecantikan dengan klaim seperti “memutihkan dalam waktu singkat”, “menghilangkan jerawat secara permanen”, atau “aman untuk semua jenis kulit” tanpa didukung bukti ilmiah yang memadai(Isabella et al., 2025). Kondisi ini berpotensi menyesatkan konsumen dan melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai suatu produk(Andriani et al., 2025).
Permasalahan tersebut menjadi semakin serius karena konsumen cenderung mempercayai influencer dibandingkan iklan konvensional(Nurfalah et al., 2025). Influencer dianggap lebih dekat, personal, dan autentik sehingga rekomendasi yang diberikan sering kali dijadikan acuan utama sebelum membeli produk kecantikan(Anjani & Simamora, 2022). Beberapa diskusi publik di media digital menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap promosi skincare yang mengandung klaim berlebihan dan tidak sesuai standar keamanan(Ernanda et al., 2025). Konsumen mulai mempertanyakan legalitas produk, keamanan bahan aktif, serta validitas klaim yang dipromosikan oleh influencer di media sosial(Ang et al., 2025).
Secara hukum, hak konsumen atas informasi yang benar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa (Fefatikha & Heryanti, 2023). Selain itu, BPOM juga mengatur ketentuan mengenai promosi dan iklan kosmetik agar tidak mengandung unsur menyesatkan (Maharani & Rifai, 2025). Namun, perkembangan promosi digital yang sangat cepat menyebabkan pengawasan terhadap konten influencer masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada platform media sosial yang memiliki penyebaran informasi sangat luas dan cepat (Maulida & Rokan, 2025).
Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak membahas pengaruh beauty influencer terhadap keputusan pembelian konsumen, loyalitas merek, serta minat beli produk kosmetik. Berdasarkan penelitian, beauty influencer bahkan ditemukan dapat memengaruhi keputusan pembelian hingga angka 74,8% pada produk tertentu(Nurfalah et al., 2025). Penelitian lain juga membahas pengaruh influencer terhadap purchase intention, impulsive buying, dan perilaku konsumtif masyarakat pada produk kecantikan (Julianti et al., 2025; Khofiyyan, 2025). Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek pemasaran dan perilaku konsumen, sedangkan pembahasan mengenai etika overclaim influencer serta kaitannya dengan hak konsumen atas informasi yang benar masih relatif terbatas(Renggani et al., 2025).
Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei terhadap perilaku pembelian konsumen (Wijaya et al., 2026). Kajian mengenai tanggung jawab moral influencer, pelanggaran etika promosi digital, serta perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik overclaim produk kecantikan belum banyak dibahas secara mendalam melalui pendekatan studi literatur (Maulida & Rokan, 2025). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana praktik overclaim oleh influencer dapat memengaruhi pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, sekaligus meninjau aspek etika dan perlindungan hukum dalam promosi produk kecantikan di media sosial.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak etika overclaim produk kecantikan oleh influencer terhadap hak konsumen atas informasi yang benar melalui metode studi literatur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian etika pemasaran digital, perlindungan konsumen, dan komunikasi media sosial. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi influencer, pelaku usaha kosmetik, masyarakat, serta regulator seperti BPOM dalam menciptakan promosi produk kecantikan yang lebih etis, transparan, dan bertanggung jawab terhadap hak konsumen. Penelitian ini memaparkan praktik overclaim produk kecantikan yang dilakukan oleh influencer di media sosial, dampak etika overclaim produk kecantikan oleh influencer terhadap hak konsumen atas informasi yang benar, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi produk kecantikan yang mengandung overclaim, serta tanggung jawab influencer dan pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada konsumen
2.     Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan topik pembahasan. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk meninjau konsep, teori, serta temuan penelitian terdahulu guna menguraikan dan menganalisis praktik overclaim produk kecantikan oleh influencer, aspek etika yang melatarbelakanginya, dampak terhadap hak konsumen, serta bentuk perlindungan hukum yang berlaku.
 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, meliputi jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku teks yang berkaitan dengan komunikasi pemasaran, etika bisnis, hukum perlindungan konsumen, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada laporan penelitian, dokumen resmi, dan sumber terpercaya lainnya yang mendukung pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri sumber-sumber tersebut, baik dalam bentuk cetak maupun digital, menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian.
 Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan seluruh sumber yang relevan, dilanjutkan dengan penyaringan dan pengelompokan materi pembahasan sesuai fokus masalah, yaitu praktik overclaim, dampak etika terhadap hak konsumen, perlindungan hukum, serta tanggung jawab pihak terkait. Selanjutnya dilakukan penelaahan mendalam terhadap isi setiap sumber untuk membandingkan berbagai pendapat, teori, dan temuan yang ada, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk ditarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.
3.	Hasil Penelitian dan Diskusi
	Hasil Penelitian
	1.
	Author ( Tahun )
	:
	(Nuzumi Kailani, Safira Mustaqilla, dan Nurul Fithria.,2025)

	
	Judul
	:
	Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare Overclaim Dalam Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

	
	Hasil Penelitian
	:
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik overclaim pada produk skincare di e-commerce masih banyak terjadi dan merugikan konsumen, baik secara finansial maupun kesehatan kulit. Perlindungan konsumen perlu diperkuat melalui pengawasan BPOM, penegakan hukum, serta edukasi agar masyarakat lebih kritis dalam memilih produk. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik overclaim termasuk bentuk penipuan (tadlis) yang melanggar prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam jual beli.

	2.
	Author ( Tahun )
	:
	(Adinda Ayu Puspita Kuncoro
M. Syamsudin.,2023 )

	
	Judul
	:
	Perlindungan Konsumen terhadap Overclaim Produk Skincare

	
	Hasil Penelitian
	:
	Penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha skincare masih banyak menggunakan kalimat overclaim dalam iklan produk, sehingga mengandung iklan bohong dan tidak memenuhi standar informasi konsumen. Penggunaan overclaim bertentangan dengan peraturan BPOM dan hak konsumen karena dapat menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil, seperti kerusakan kulit, kekecewaan emosional, dan kerugian uang. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib bertanggung jawab sesuai UUPK, KUHPer, dan peraturan BPOM.

	3.
	Author ( Tahun )
	:
	(Shiafa Nuraini.,2025)

	
	Judul
	:
	Pemasaran Skincare Dengan Cara Overclaim Di E-Commerce (Perspektif Fatwa Dsn Mui Dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen)

	
	Hasil Penelitian
	:
	Praktik ini melanggar Fatwa DSN MUI No.144/2021 (unsur penipuan) dan UU No.8/1999 (informasi tidak jujur). Hak konsumen tidak terpenuhi, pengawasan dinilai lemah, sehingga butuh aturan dan pengawasan lebih tegas.

	4.
	Author ( Tahun )
	:
	(Ersha Maulida, Muhammad Mahendra Abdi, Deni Nofrizal.,2025)

	
	Judul
	:
	Tinjauan yuridis dampak Overclaim Kosmetik terhadap Konsumen

	
	Hasil Penelitian
	:
	Overclaim melanggar UU No.8/1999 & aturan BPOM, menyesatkan dan merugikan konsumen secara ekonomi maupun kesehatan. Perlindungan hukum sudah ada (preventif & represif), namun penerapannya belum maksimal karena masih banyak produk ilegal beredar. Diperlukan pengawasan lebih ketat, pemeriksaan rutin, dan sinergi semua pihak agar perlindungan lebih efektif.

	5.
	Author ( Tahun )
	:
	(Bela Sevenia, Ricky Arnold Nggili.,2025)

	
	Judul
	:
	Kajian Etika Bisnis terhadap Overclaim Produk Skincare Menggunakan Influence

	
	Hasil Penelitian
	:
	Overclaim atau klaim berlebihan terbukti menurunkan kredibilitas dan efektivitas promosi, karena membuat konsumen kecewa serta kehilangan kepercayaan, yang akhirnya merusak nama baik influencer dan merek produk. Penerapan etika bisnis sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemasaran yang bertanggung jawab. Selain itu, konsumen kini makin kritis dan menuntut informasi yang akurat serta jelas. Praktik ini juga melanggar aturan hukum yang berlaku, sehingga pelaku bisa dikenai sanksi.

	6.
	Author ( Tahun )
	
	(Nur Annisa et al., 2025)

	
	Judul
	
	Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha terhadap Praktik Overclaim pada Produk Skincare dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

	
	Hasil Penelitian
	
	Penelitian menjelaskan bahwa pelaku usaha skincare sering menggunakan promosi berlebihan untuk menarik minat konsumen, termasuk melalui endorsement influencer. Akibatnya, informasi produk menjadi tidak sesuai dengan kenyataan. Penelitian menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat klaim palsu atau menyesatkan

	7.
	Author ( Tahun )
	
	(Putu Mei Rianti darminingsih et al., 2025)

	
	Judul
	
	Perlindungan Konsumen terhadap Produk Skincare Overclaim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

	
	Hasil Penelitian 
	
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik overclaim skincare di media digital dan e-commerce menyebabkan konsumen memperoleh informasi yang menyesatkan mengenai manfaat produk. Penelitian menekankan pentingnya pengawasan BPOM dan edukasi masyarakat agar konsumen lebih kritis terhadap promosi influencer maupun iklan skincare di media sosial

	8.
	Author ( Tahun )
	
	(Vidia & Mustapa Khamal Rokan, 2025)

	
	
Judul
	
	Hukum Melakukan Promosi Produk Overclaim Oleh Influencer Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen (Studi: Produk Skincare)

	
	Hasil Penelitian 
	
	Penelitian menunjukkan bahwa influencer yang mempromosikan skincare dengan klaim berlebihan dapat melanggar prinsip perlindungan konsumen karena menyebarkan informasi yang tidak sepenuhnya benar dan objektif. Praktik overclaim dinilai merugikan konsumen secara ekonomi maupun kesehatan kulit. Penelitian juga menegaskan bahwa influencer dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan UUPK, UU ITE, aturan BPOM, dan Etika Pariwara Indonesia

	9.
	Author ( Tahun )
	
	(Mohammad Faizin & Nur Muslimah, 2024)

	
	Judul
	
	Implikasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap Praktik Overclaim Industri Skincare: Analisis Hukum dan Perlindungan Konsumen

	
	Hasil Penelitian 
	
	Penelitian menyatakan bahwa praktik overclaim bertentangan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam etika bisnis maupun hukum syariah. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang sesuai fakta sehingga promosi yang menyesatkan dianggap sebagai bentuk pelanggaran moral dan hukum terhadap hak konsumen.

	10.
	Author ( Tahun )
	
	(Rasmia Agustine Rahmawanty et al., 2025)

	
	Judul
	
	Perlindungan Konsumen Terhadap Overclaim Produk Skincare di Era Digital: Tinjauan Etika Bisnis dan Hukum Positif

	
	Hasil Penelitian 
	
	Penelitian menjelaskan bahwa perkembangan media sosial mempercepat penyebaran promosi skincare yang mengandung overclaim. Influencer dan pelaku usaha dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi produk secara objektif dan tidak menyesatkan. Penelitian juga menyoroti pentingnya literasi digital konsumen dalam menghadapi promosi produk kecantikan di media sosial

	11.
	Author ( Tahun )
	:
	(Renggani et al., 2025)
	
	Judul
	:
	Eksploitasi Klaim Berlebihan dalam Etika Pemasaran dan Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Konsumen

	
	Hasil Penelitian
	:
	Praktik overclaim ditemukan sebagai bentuk eksploitasi dalam etika pemasaran di mana fakta ilmiah produk dimanipulasi untuk menciptakan kesan instan, yang berdampak pada pelanggaran hak konsumen.

	12.
	Author ( Tahun )
	:
	(Diana et al., 2025)
	
	Judul
	:
	Pelanggaran Moral Dan Etika Bisnis Oleh Pengusaha Bisnis Skincare Overclaim Oleh Brand Terkenal

	
	Hasil Penelitian
	:
	Ditemukan adanya pelanggaran moral dan etika bisnis serius yang dilakukan bahkan oleh brand kecantikan ternama melalui promosi yang tidak jujur dan menyesatkan di media sosial.

	13.
	Author ( Tahun )
	:
	(Isabella et al., 2025)
	
	Judul
	:
	Pengaruh Dokter Detektif Dalam Bisnis Skincare : Antara Kepercayaan Konsumen Dan Kepatuhan Hukum

	
	Hasil Penelitian
	:
	Munculnya pengawasan publik (seperti fenomena "Dokter Detektif") secara signifikan memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap standar hukum serta validitas klaim produk.

	14.
	Author ( Tahun )
	:
	(Andriani et al., 2025)
	
	Judul
	:
	Perlindungan Hukum Konsumen Atas Praktik Overclaim Iklan Produk Skincare di E-Commerce Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

	
	Hasil Penelitian
	:
	Praktik overclaim di platform e-commerce merupakan pelanggaran nyata terhadap hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur sesuai dengan regulasi perlindungan konsumen yang berlaku.

	15.
	Author ( Tahun )
	:
	(Ernanda et al., 2025)
	
	Judul
	:
	Legal Perspectives on Consumer Protection and Overclaims in Skincare Products during the Cancel Culture Era

	
	Hasil Penelitian
	:
	Pelanggaran etika informasi di era digital tidak hanya berujung pada sanksi hukum, tetapi juga sanksi sosial berupa cancel culture yang menjadi instrumen baru dalam melindungi hak-hak konsumen.

	16.
	Author ( Tahun )
	:
	(Ang et al., 2025)
	
	Judul
	:
	Pelanggaran Etika Bisnis dan Profesi Dalam Kasus Skincare Athena: Overclaim, Repackaging, dan Izin Edar

	
	Hasil Penelitian
	:
	Ditemukan adanya pelanggaran etika bisnis yang sistemik, termasuk praktik overclaim, pengemasan ulang (repackaging), dan ketidaksesuaian izin edar. Temuan ini menegaskan bahwa ketidakjujuran dalam informasi produk merupakan pelanggaran serius terhadap profesionalisme dan hak konsumen.

	17.
	Author ( Tahun )
	:
	(Wijaya et al., 2026)
	
	Judul
	:
	Determinants of Impulsive Buying in the Beauty Industry Among Young Indonesian Consumers: Examining the Moderating Effect of Fomo

	
	Hasil Penelitian
	:
	Penelitian ini menemukan bahwa rekomendasi influencer di industri kecantikan secara signifikan mendorong perilaku pembelian impulsif, terutama ketika dimoderasi oleh fenomena Fear of Missing Out di kalangan konsumen muda.

	18.
	Author ( Tahun )
	:
	(Hasena & Sakapurnama, 2021)
	
	Judul
	:
	Leveraging Electronic Word of Mouth on TikTok: Somethinc Skin Care Product Innovation to Increase Consumer Purchase Intention

	
	Hasil Penelitian
	:
	Studi ini menyoroti bahwa pemanfaatan Electronic Word of Mouth (eWOM) melalui influencer TikTok sangat efektif dalam membangun kepercayaan awal terhadap inovasi produk skincare dan meningkatkan intensi beli konsumen secara luas.

	19.
	Author ( Tahun )
	:
	(Suyanto & Dewi, 2023)
	
	Judul
	:
	Marketing Mix on Purchase Intention and its Impact on the Decision to Purchase Somethinc Products

	
	Hasil Penelitian
	:
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bauran pemasaran, khususnya elemen promosi digital melalui media sosial, memiliki dampak langsung dan krusial terhadap keputusan akhir konsumen dalam memilih produk kecantikan di pasar yang kompetitif.

	20.
	Author ( Tahun )
	:
	Ayu Shintiya, Natasyah, Neha Chintya, Fitri Hayati (2025)

	
	Judul
	:
	Analisis Pelanggaran Etika Bisnis : Studi Kasus Overclaim Produk Whitening Skincare (Ss Skin) Dan Dampaknya Terhadap Konsumen.

	
	Hasil Penelitian
	:
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik overclaim pada produk skincare SS Skin merupakan bentuk pelanggaran etika bisnis yang meliputi ketidakjujuran klaim produk, ketidaktransparanan informasi kandungan, serta perlakuan tidak adil terhadap mitra bisnis. Pelanggaran tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan konsumen, rusaknya reputasi merek, dan kerugian bagi mitra bisnis. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan etika bisnis, khususnya prinsip kejujuran dan transparansi, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dan kepercayaan publik. 

	21.
	Author ( Tahun )
	:
	Lasmi Dewi Santika, Ma’ruf Akib, Wahyudi Umar, Ismi Fadjriah Hamzah (2024)

	
	Judul
	:
	Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Overclaim pada Produk Skincare dalam Transaksi Online

	
	Hasil Penelitian
	:
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik overclaim melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk. Perlindungan konsumen dilakukan melalui dua bentuk, yaitu preventif melalui pengawasan pemerintah dan regulasi BPOM, serta represif melalui penyelesaian sengketa dan pemberian ganti rugi kepada konsumen. Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi online melalui UU ITE dan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap produk skincare masih perlu ditingkatkan agar konsumen terlindungi dari informasi produk yang menyesatkan dan tercipta transaksi online yang aman serta transparan.

	22.
	Author ( Tahun )
	:
	Aanisah Nida Tahaanii , Waluyo (2023)
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	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik overclaim pada produk kosmetik X merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen karena pelaku usaha memberikan informasi yang tidak benar, tidak jelas, dan berlebihan mengenai manfaat produk. Tindakan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya hak konsumen atas informasi yang jujur dan akurat. Penelitian juga menegaskan bahwa konsumen yang dirugikan berhak memperoleh perlindungan hukum serta ganti rugi dari pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan akibat klaim produk yang menyesatkan. 
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	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas overclaim produk skincare di platform e-commerce masih belum optimal. Permasalahan utama meliputi lemahnya pengawasan terhadap produk skincare online, maraknya klaim berlebihan yang tidak didukung bukti ilmiah, serta sulitnya konsumen memperoleh penyelesaian sengketa dan ganti rugi. Penelitian juga menegaskan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan dasar hukum, implementasi dan penegakan hukumnya masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan BPOM dan platform e-commerce, serta edukasi konsumen agar hak konsumen atas informasi yang benar dan perlindungan hukum dapat terpenuhi secara optimal.
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	Hasil Penelitian
	:
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer memiliki tanggung jawab hukum atas produk yang dipromosikan di media sosial, baik secara perdata, pidana, administratif, maupun etik. Influencer dapat dimintai ganti rugi apabila menyebarkan informasi yang menyesatkan atau mempromosikan produk yang merugikan konsumen. Selain itu, influencer juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE jika promosi mengandung unsur penipuan atau informasi palsu. Penelitian ini menegaskan pentingnya transparansi, kejujuran, dan kepatuhan influencer terhadap regulasi periklanan guna melindungi hak konsumen dan menciptakan praktik pemasaran digital yang lebih bertanggung jawab. 
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	Hasil Penelitian
	:
	Buzzer bertujuan menggiring perilaku konsumen, membangun citra merk yang terpercaya, memberikan bukti dengan maksud membujuk konsumen. 
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	Judul
	:
	Celebrity vs. Influencer endorsements in advertising: the role of identification, credibility, and Product-Endorser fit

	
	Hasil Penelitian
	:
	Influencer media sosial terbukti jauh lebih efektif dalam periklanan dan lebih dipercaya (trustworthy) oleh konsumen dibandingkan selebritas tradisional. Efektivitas ini didorong oleh tiga faktor psikologis utama: rasa kemiripan (similarity), kepercayaan (trust), dan identifikasi aspirasional (wishful identification) di mana pengikut merasa dekat dan ingin menjadi seperti influencer tersebut. Influencer tidak dinilai lebih ahli (expertise) daripada selebritas, namun kekuatan mereka terletak pada hubungan emosional yang membuat mereka tampak nyata, jujur, dan mudah didekati (relatable). Efektivitas promosi sangat bergantung pada kombinasi produk-endorser yang mampu membangkitkan rasa kemiripan dan kepercayaan dari audiens.



Diskusi
Digital marketing merupakan strategi pemasaran yang sudah menjadi andalan bagi banyak pengusaha, terutama produk skincare. Di era digital yang berkembang pesat, berbagai produk baru maupun produk dengan sejarah panjang menerapkan strategi pemasaran baik melalui media sosial maupun platform belanja online. Biaya yang dikeluarkan dalam penerapan digital marketing dinilai relatif terjangkau (Mahwati et al., 2024). Kebiasaan hidup manusia dan perilaku konsumen yang sarat dengan bermain sosial media membuka peluang bagi pengusaha untuk memperkenalkan produk baru. Digital marketing yang menjadi pilihan produk skincare meliputi konten video pendek (Instagram reels, Tiktok Video) dengan menggunakan fitur promosi. Namun, pada praktiknya, terdapat berbagai pelanggaran seperti overclaim pada konten video pendek yang merekam before-after pemakaian produk oleh influencer,  bahkan terdapat praktik pergesaran fungsi testimoni pengguna dengan menyewa buzzer yang berkomentar pada konten video milik influencer yang sudah di-endorse oleh pihak pelaku usaha. 
Praktik overclaim pada produk skincare di e-commerce yang masih banyak ditemukan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan kulit. Strategi overclaim yang diperkuat dengan bentuk manipulasi Electronic Word of Mouth (eWOM) melalui pembuatan testimoni palsu (fake reviews) pada kolom ulasan e-commerce dan kolom komentar video promosi milik influencer yang dilakukan oleh Buzzer semakin mendorong konsumen membeli suatu produk. Fenomena ini diperparah oleh bauran promosi digital melalui beauty influencer yang memanfaatkan efek FOMO (Fear of Missing Out) dari konsumen muda yang melihat banyaknya komentar palsu dari Buzzer, sehingga mendorong perilaku pembelian impulsif pada konsumen muda. Akibatnya, konsumen terjebak dalam ketidaksesuaian informasi dan mengalami kerugian multi-dimensi. Secara ekonomi, konsumen kehilangan daya beli demi produk yang tidak fungsional, sementara secara fisik, ketidaktransparanan kandungan aktif ini berisiko tinggi merusak kesehatan kulit konsumen.
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Gambar 3.2.1
Contoh komentar yang terindikasi sebagai Buzzer pada video konten seorang influencer.
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Gambar 3.2.2
Contoh narasi yang memanfaatkan FOMO.

Pelaku usaha sangat memahami mengapa perilaku konsumen dapat dipengaruhi secara lebih mendalam dengan memanfaatkan influencer. Influencer menampilkan kedekatan dengan dunia para pengikutnya, sehingga meningkatkan persepsi kepercayaan dibanding iklan komersial. Influencer yang menunjukkan memakai produk secara langsung di depan kamera dianggap benar-benar mencoba dan mempercayai manfaat produk tersebut (Schouten et al., 2020). Meskipun iklan TV masih efektif untuk menjangkau audiens luas, influencer dianggap lebih berkuasa dalam membentuk keputusan akhir pembelian karena kemampuan mereka untuk memberikan keterlibatan yang lebih autentik (Hegde, 2025; James & Tiwari, 2025).
Penelitian terbaru mengidentifikasi bahwa keserakahan dan dorongan keuntungan materiil menjadi motivator utama di balik endorsement yang tidak etis (Doan, 2025). Demi imbalan finansial yang besar, oknum influencer cenderung mengabaikan prinsip kejujuran dan keadilan dalam mempromosikan produk, yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip etika bisnis yang berlaku(Diana et al., 2025). Praktik ini sering kali melibatkan narasi yang dilebih-lebihkan (exaggerated narrative) tanpa dukungan bukti ilmiah yang valid demi memenuhi target kerja sama brand (Nur Amalia & Hamidah, 2023).
Dampak overclaim menjadi sangat masif karena besarnya pengaruh influencer terhadap perilaku konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh beauty influencer terhadap keputusan pembelian mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu 74,8%(Nurfalah et al., 2025). Tingginya tingkat kepercayaan ini menyebabkan konsumen berada pada posisi rentan (vulnerable), di mana mereka cenderung menerima testimoni sebagai kebenaran mutlak tanpa melakukan kroscek(Julianti et al., 2025). Pengabaian kejujuran demi keuntungan materiil oleh influencer merupakan bentuk eksploitasi terhadap kepercayaan publik yang merusak ekosistem bisnis kecantikan (Diana et al., 2025; Doan, 2025).
Praktik overclaim melanggar aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di mana hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang tidak terpenuhi (Andriani et al., 2025). Selain itu, praktik tersebut melanggar Fatwa DSN MUI No. 144 Tahun 2021 karena mengandung unsur penipuan (tadlis) serta tidak mencerminkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam jual beli (Nuraini, 2025). Ketika influencer menyebarkan informasi yang dilebih-lebihkan tanpa verifikasi, mereka secara langsung merampas hak konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang didasarkan pada fakta yang akurat(Maulida & Rokan, 2025).
Sebagai respons terhadap pelanggaran hak informasi ini, muncul fenomena pengawasan publik seperti gerakan "Dokter Detektif" yang berupaya menguji kebenaran klaim produk secara independen(Isabella et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika perlindungan hukum formal dirasa lambat, masyarakat akan menggunakan instrumen media sosial untuk melakukan check and balance. Secara hukum, influencer yang terbukti melakukan promosi menyesatkan kini tidak lagi bisa berlindung di balik status "hanya mempromosikan", karena mereka dapat dianggap turut serta dalam menyebarkan informasi yang merugikan konsumen dan menghadapi konsekuensi hukum serta sanksi sosial berupa cancel culture(Ernanda et al., 2025; Fefatikha & Heryanti, 2023). Integrasi antara gerakan pengawasan publik dan budaya pembatalan (cancel culture) ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen yang efektif dalam menekan praktik overclaim di era digital (Ernanda et al., 2025; Isabella et al., 2025).
Penelitian ini menegaskan adanya pergeseran paradigma hukum di mana influencer tidak lagi dapat berlindung di balik pembelaan bahwa mereka hanya pihak pasif yang mempromosikan produk ("Saya cuma mempromosikan, kualitas produk urusan brand") (Daely, 2025; Maulida & Rokan, 2025). Sebagai subjek hukum yang secara aktif mendistribusikan konten promosi ke publik melalui media sosial, influencer memiliki tanggung jawab hukum yang melekat (Maulida & Rokan, 2025). Berdasarkan kerangka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, influencer dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, hingga administratif jika terbukti menyebarkan informasi menyesatkan secara sadar(Maulida & Rokan, 2025; Ngabito, 2025). Penegakan hukum ini penting karena tindakan overclaim melanggar asas itikad baik dan transparansi, sehingga influencer yang terlibat dalam skema pemasaran tersebut dianggap sebagai bagian dari rantai distribusi informasi yang menyesatkan dan merugikan konsumen secara materil maupun inmateril (Maulida & Rokan, 2025; Ngabito, 2025).
Penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum sebenarnya sudah tersedia melalui pengawasan preventif dan represif, namun penerapannya masih belum maksimal karena pengawasan terhadap produk skincare di e-commerce masih lemah dan masih banyak produk ilegal yang beredar. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, BPOM, pelaku usaha, platform e-commerce, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan, melakukan pemeriksaan rutin, memberikan sanksi tegas, serta meningkatkan edukasi konsumen agar lebih kritis dan berhati-hati dalam memilih produk skincare.

4.	Kesimpulan
          Praktik overclaim produk kecantikan oleh influencer di media sosial masih marak terjadi, dan telah terbukti berbahaya bagi pelanggan dari segi keuangan, kesehatan mental, dan psikologis. Hak konsumen atas informasi yang benar dilindungi oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, regulasi BPOM, dan Fatwa DSN MUI No. 144/2021. Klaim berlebihan yang tidak didukung bukti ilmiah merupakan pelanggaran.
         Meskipun ada perlindungan hukum preventif dan represif, kurangnya pengawasan dan banyaknya produk ilegal membuatnya tidak efektif. Influencer dan pelaku bisnis bertanggung jawab secara hukum dan moral untuk memberikan informasi produk secara jujur dan transparan. Oleh karena itu, pemerintah, BPOM, pelaku usaha, platform digital, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menjadi lebih kritis terhadap pemasaran produk kecantikan di media sosial. Selain itu, konsumen juga harus lebih melek teknologi.
         Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan media sosial dan digital marketing telah membuat influencer memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan pembelian konsumen, khususnya pada produk skincare dan kosmetik. Besarnya kepercayaan masyarakat terhadap influencer sering dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha untuk menyebarkan promosi yang mengandung overclaim demi meningkatkan penjualan. Praktik tersebut tidak hanya melanggar etika bisnis dan hukum perlindungan konsumen, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap industri kecantikan secara keseluruhan.
         Selain itu, fenomena penggunaan buzzer, fake review, dan strategi pemasaran yang memanfaatkan efek Fear of Missing Out (FOMO) semakin memperkuat penyebaran informasi yang menyesatkan di media sosial dan e-commerce. Kondisi ini membuat konsumen berada pada posisi rentan karena mudah terpengaruh oleh testimoni yang terlihat meyakinkan, padahal belum tentu didukung bukti ilmiah yang valid. Oleh sebab itu, transparansi informasi, validitas klaim produk, dan penerapan etika bisnis menjadi hal yang penting dalam menciptakan pemasaran digital yang sehat dan bertanggung jawab.
        Penelitian ini juga menegaskan bahwa influencer tidak lagi dapat dianggap hanya sebagai pihak yang membantu promosi, melainkan sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab hukum dan moral atas informasi yang disampaikan kepada publik. Influencer, pelaku usaha, platform digital, serta pemerintah harus bersama-sama menciptakan sistem pengawasan yang lebih ketat agar praktik overclaim dapat diminimalkan. Dengan meningkatnya literasi digital dan kesadaran konsumen terhadap hak-haknya, diharapkan masyarakat menjadi lebih selektif, kritis, dan bijak dalam memilih produk kecantikan yang dipromosikan di media sosial.
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Abstract.

Penyebab

meningkatnya

penggunaan

influencer

sebagai

teknik

pemasaran

yang

efektif

adalah

perkembangan

teknologi

media

sosial.

Pada

umumnya,

teknik

promosi

yang

diterapkan

dalam

praktik

tersebut

mengandung

unsur

overclaim,

yakni

klaim

yang

melebihi

kemampuan

bukti

ilmiah.

Penelitian

ini

bertujuan

untuk

menganalisis

dampak

etika

overclaim

pada

produk

kecantikan

oleh

influencer

terhadap

hak

konsumen

untuk

mendapatkan

informasi

yang

benar.

Metode

yang

digunakan

adalah

metode

studi

literatur

melalui

analisis

sejumlah

artikel

jurnal,

buku,

dan

peraturan

perundang-undangan.

Hasil

penelitian

menyatakan

bahwa

overclaim

merupakan

perilaku

yang

melanggar

prinsip

etika

dalam

bisnis,

merugikan

konsumen

secara

ekonomi

dan

kesehatan,

dan

bertentangan

dengan

Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

8

tahun

1999

tentang

Perlindungan

Konsumen.

Selain

itu,

ada

tanggung

jawab

moral

dan

hukum

bagi

pelaku

usaha

maupun

influencer

untuk

memberikan

informasi

yang

jujur

dan

transparan

terhadap

konsumen.

Meskipun

hukum

perlindungan

konsumen

sudah

cukup

baik,

terjadi

ketidakefektifan

pelaksanaannya

disebabkan

kurangnya

upaya

pengawasan

dan

kemajuan

teknologi

media

digital.

Oleh

karena

itu,

upaya

bersama

dari

pihak-pihak

berwenang,

pelaku

usaha,

influencer

Kata

kunci:

overclaim,

influencer,

etika

bisnis,

perlindungan

konsumen,

media

sosial

1.

Pendahuluan

Perkembangan

teknologi

digital

dan

media

sosial

telah

mengubah

pola

komunikasi

pemasaran

dalam

berbagai

sektor

industri,

termasuk

industri

kecantikan

(Hasena

&

Sakapurnama,

2021).

Kehadiran

platform

media

sosial

seperti

Instagram,

TikTok,

dan

YouTube

mendorong

munculnya

fenomena

influencer

marketing

sebagai

strategi

promosi

yang

dinilai

efektif

dalam

membangun

kepercayaan

konsumen

(Aurellia

et

al.,

2023).

Influencer

memiliki

kemampuan

untuk

memengaruhi

opini,

preferensi,

hingga

keputusan

pembelian

pengikutnya

melalui

konten

ulasan,

rekomendasi,

maupun

testimoni

produk(Julianti

et

al.,

2025).

Dalam

industri

kecantikan,

keberadaan

beauty

influencer

menjadi

salah

satu

faktor

penting

dalam

meningkatkan

minat

dan

keputusan

pembelian

konsumen

terhadap

produk

skincare

maupun

kosmetik(Zagita

&

Dewi,

2025).

Fenomena

tersebut

semakin

berkembang

seiring

meningkatnya

penggunaan

media

sosial

di

Indonesia(Fathiyyah

et

al.,

2024).

Media

sosial

tidak

lagi

hanya

digunakan

sebagai

sarana

komunikasi,

tetapi

juga

menjadi

media

utama

promosi

digital

bagi

pelaku

